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TUJUAN NASIONAL INDONESIZA
(UUD RI 1943)

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesial

Memajukan kesejahteraan umum ‘

Mencerdaskan kehidupan bangsa |

Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial




ARAHAN PRESIDEN

Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019 -2024

Arahan Presiden Terkait Stranas Pencegahan Korupsi
' (Istana Negara, 13 Maret 20919) J y Senavan 08 ieer 2000
( . : : \ g) fiTugas kita itu 5 Arah Pemerintah 2019-2024
- Perpres Stranas Strategi Nasional menjamin delivered ,
' mengandung ini tidak boleh bukan hanya
\‘\ semangat gg%?nJ::' \‘f‘h"’ﬂ menjamin sento 1) Pembangunan SDM
a— kolaborasi jangan : Sy 2) Pembangunan infrastruktur
lagi ego sektoral laksanakan i Pogram harus 3) Penyederhanaan Regulasi
dalam segera. Rakyat dijalankan, dan 4) Penyederhanaan birokrasi , dan
pencegahan Ingin Indonesia masyarakat 5) Transformasi ekonomi
korupsi segera bebas menerima manfaat 0

dari korupsi




TUGAS [KPIK
(UU N@.A9 | 2019 Pasal 6)

Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan:

a. Tindakan-tindakan pencegahan sehinggatidak terjadi Tindak Pidana Korupsi |

b. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik

c. Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara I

d. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi

€ armmo

e. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan

A




PELAKRSANAAN TUGAS [PENGEGAR/AN KORUPSI
UU 30 Tahun 2002 jo. YU 10 Tahun 2015 je. UU 19 Tahun 2099

Dalam melaksanakan tugas pencegahansebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a,Komisi
Pemberantasan Korupsi berwenang:

a. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaanterhadap laporan harta
kekayaan penyelenggaranegara

b. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi

d. Merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi

e. Melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat, dan

c. Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jejaring pendidikan I

mmmmmm




JENIS TIPIKOR

\‘ (VU Ne31 I 1999 Jo.UU Ne.20/2001)
Korupsidirumuskandalam30 jenistipikor, dikelompokkamenjaditujuh jenisbesar

KERUGIAN KEUANGAN ( 2 )

s ) NEGARA =
Ry PS. 2, Ps. 3 _ =
(penya|ahgunaan SUAP MENYUAP 3 B
wewenang) Ps 5(1) a,b; Ps 13; Ps, 5(2); Ps 12 a,b;

Ps 11; Ps 6(1) a,b; Ps 6(2); Ps 12 ¢,d & P BN
Pasal 12 huruf i

GRATIFIKASI

Pazal 128 10 Pazal 12C

J /
S TINDAK 1.Merintangi proses
C _. PIDANA LAIN ; g p

2 Keterangan kekayaan

': YANG BERKAITAN 3 Keterangan rekening
o

PEMERASAN

Pasal 12 huruf e,f,g

DENGAN KORUPSI | 4 Keterangan palsu
5.ldentitas pelapor

Ps 7 (1) huruf a,b,c,d; Ps 7 (2); Ps 12 huruf h
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BELUM OPTIMALNYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUFPSi BERPENGARUH PADA TIDAK

RERMASATTARIAN

TERWUJUDNYA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DAN AKAN MENGGANGU
KETANGGUHAN KETAHANAN NASIONAL

[

f(

TUPOK PEMBERANTASAN
KORUPSI YG MELIPUTI
KOORDINASI, SUPERVISI,
PENCEGAHAN,
PENDIDIKAN MASYARAKAT
DAN MONITORING BELUM
BERJALAN SCR OPTIMAL.

f

3 KERMA TIDAK OPTIMAL

ANTAR INSTANSI YG
BERWENANG DLM
MELAKUKAN PENCEGAHAN
& PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI

\




RERANGIVANKNONSERNUAIS

P
TEORI GONE: .
TEORI 1. GREED (KESERAKAHAN); KESERAKAHAN DAN KERAKUSAN PARA PELAKU KORUPSI YANG SECARA POTENSIAL ADA DALAM DIRI
G SETIAP ORANG.
2. OPPORTUNITY (KESEMPATAN); SISTEM YANG MEMBERI LUBANG TERJADINYA KORUPSI, YANG BERKAITAN DENGAN KEADAAN
. Y— ORGANISASI/INSTANSI ATAU LINGKUNGAN MASYARAKAT YANG MEMBUKA KESEMPATAN BAG| SESEORANG UNTUK MELAKUKAN
KECURANGAN.
TS 3. NEED (KEBUTUHAN); SIKAP MENTAL YANG TIDAK PERNAH CUKUP, PENUH SIKAP KONSUMERISME, DAN SELALU SARAT
KEBUTUHAN YANG TAK PERNAH USAI.
|~ XPOSWRE 4. EXPOSURE (HUKUMAN PD PELAKU KORUPSI YANG RENDAH); HUKUMAN YANG TIDAK MEMBUAT JERA PELAKU MAUPUN
| ORANG LAIN, DAN DETERRENCE EFFECT YANG MINIM. 3
EAPTURE THEOQRY TEORI KEBIJAKAN SOSIAL (DAVID GILL)
(AMLE 0 KRUEGER) SOSIALEEEY B
IMEKANISMEJKEMASYARAKATANR GIPERLUIDIUBAHKS
“SEGALA = }! \ -
SESUATUNYA DI S /" 1. PENGEMBANGAN SUMBER-SUMBER; KEPUTUSANN
KEPUTUSAN MASYARAKAT DAN PENENTUAN PILIHAN-
ATAS KERTAS PILIHAN TINDAKAN BERKENAAN DENGAN JENIS, KUALITAS, 1. KARENA SISTEM YANG SALAH.
SECARA YURIDIS DAN KUANTITAS SEMUA BARANG-BARANG DAN ﬁﬁ%“%’fﬁf%ﬁ”ﬁ%ﬁﬁmﬂiﬁ
PELAYANAN-PELAYANAN YANG ADA DALAM MASYARAKAT. :
FORMAL ADALAH . ) GAGAL, ATAU KARENA MEMANG
pr *ny 2. PENGALOKASIAN STATUS: MENYANGKUT PENINGKATAN SISTEMNYA BURUK
SAH DAN LEGAL™ . DAN PERLUASAN AKSES SERTA KETERBUKAAN KRITERIA S e Ty
DALAM MENENTUKAN AKSES TERSEBUT BAGI ANGGOTA T e e A e
TEORI INI BANYAK DISALAHGUNAKAN UTK MASYARAKAT. KEBIJAKAN SOSIAL HARUS MEMILIKI EFEK (GREED) : DAN PELUANG
MEMULUSKAN KEPENTINGAN BEBERAPA PADA PENGHILANGAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI. (OPPURTINITY)
P serenmna opsaaw on | | | © EasTeusi e e paon reseen || IR A e
YANG LEMAH ATAU TIDAK OPTIMAL.

KONTEKS SOSIAL & PERILAKU INDIVIDU. \__ SUMBER-SUMBER MATERIAL DAN NON MATERIAL. )
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KPK

Harnizi Pombprarniasmsn Horupsd

© STRATEGI PENGCEGAHRAN KORUPSI

/
Strategi jangkapendek

strategi yangdiharapkanmampu segeramemberikanmanfaat/ pengaruh

\dalam pencegahan darmpemberantasankorupsi.

/
Strategi jangkamenengah

N

A

strategi yangsecarasistematismampu mencegahterjadinya TPK- Perbaikan

\sistem administrasidan manajemenpenyelenggaranegara

/
Strategi jangkapanjang dan berkelanjutan

diharapkanmampu mengubahbudayaanti-korupsidan persepsimasyarakat
\terhadap korupsiA budayaproduktif & inovatif
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Homizi Pembprantasmn Honipsi

\. Strategi Jangka Menengalh Pencegahan Korupsi
Melaksanakan Reformasi Birokrasi

AREA

HASIL YANG INGIN DICAPA

Kelembagaan
(O rganisasi)

Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)

Budavya
Organisasi

Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi

D Ketatalaksanaan

Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, effektif, effisien,
terukur dan sesuai dengan prinsip-prisinp good governance

Regulasi-
4 Deregulasi

Birokrasi

Regulasi yvang tertib, tidak tumpang tindih dan kondusifulasi

\ 5 Sumber Daya
Manusia

SDM yvang berintegritas, kompeten, profesional, berkinerja tinggi
dan sejahtera




STRANAS PK

Presiden Republik
Indonesia

- ine Tim Nasional
koordinas |

sinkronisasievaluasi Q

PERATURAN

PRESIDEN

NOMOR 54
TAHUN 2018

TENTANG STRATEGI NASIONAL
PENCEGAHAN KORUPSI

PERPRES
55/2012

StrategiNasional

Pencegahadan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranasde)ah arah AR 4
Pemberantasaorupsi ~ Kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaranpencegahan >
JangkaPanjan@012¢ korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga,

2025 danJangka pemerintah daeraldan pemangku kepentingan lainnya dalam
Menengaf?012¢ 2014 melaksanakan Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK) di Koordinator Tim Nasional

Top eselon dari
FOKUSTRANAS PK: 5 Kementerian Lembaga

4 N
== &

’ TERUKUR /
~ outputd t b SN _ —
REAT Tenaga AhJiTim Teknis lima K/L,

\ y =] = 1AS]I BIROKRASI Tim Administrasi ,1.2
N,

Kegiatan harian,

Sekretariat Nasional

fasilitasi, monitoring,




(s PENGEGAHAN KORUPS) 2099-2020 =

.---""""_--

Peningkatan Pelayanan dan Kepatuhan Perizinan dan Penanaman Modal

Perbaikan Tata Kelola Data & Kepatuhan Sektor Ekstraktif, Kehutanan, dan

E Perkebunan
3 Utilisasi Nomor Induk Kependudukan untuk Perbaikan Tata Kelola Pemberian
.. = Bantuan Sosial dan Subsidi
Perizinan dan Tata
Niaga ﬂ Integrasi dan Sinkronisasi Data Impor Pangan Strategis
301 ks ”}7 . - - .
e ‘\ 5 ' Penerapan Manajemen Anti Suap di Pemerintah dan Sektor Swasta
k. pe ‘\. ta kelof tem pe ‘a erpad T
L 6\' eqa((\a 6  Integrasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Elektronik
0( Pk e‘ emantauan dan
S ——" 6 e Keuangan Negara [ Peningkatan profesionalitas dan modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa
T— 8 Optimalisasi Penerimaan Negara dari Penerimaan Pajak dan Non-Pajak

‘ Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

‘ Implementasi Grand Design Strategi Pengawasan Keuangan Desa

Penegakan Hukum &
Reformasi Birokrasi

Setiap aksi didetailkan dengan target triwulanan sampai dengan Akhir 2020
/
13)
N

‘ Perbaikan Tata Kelola Sistem Peradilan Pidana Terpadu
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LOS KEGIATAN

24 Provinsi
380Pemda o g -
~ <.,5-.,,‘<\
2018- 2020 . v~ A
34 Provinsi
- y
548 Pemda
- ——-0-)-0-0—-0-0
Aceh Riau_ DKI Jakarta Banten Jateng Jatim Kalteng Sulsel Sulut
Sumut Keprl_ Lampung Jabar DIY Bali Kalsel Sultra Sulteng
Sumbar Jambi Gorontalo Kalbar NTB NTT Kaltim Sulbar Maluku
Babel Sumsel K/L Kaltara Papua Malut
Bengkulu Pabar

—— 15




[FOKUS PENCEGAHAN KORUPSI DI DAERAKIPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

PERENCANAADAN
PENGANGGARANPBD

TATA KELOLA,
DANA DESA®

* PENGADAAN
BARANM@MANJASA

o

MANAJEMEN ASET

PELAYANAN TERPADU
DAERAH ®»

— SATU PINTU

OPTIMALISASI

PENDAPATAN DAERAH S KAPABILITASPIP

MANAJEMEMSN /16)
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Womisi Pemborantassn Korupsi

: Permendagri 19
PP 54/ 2018 : Tahun 2016

STRANAS PK Pengelola_a_n
Aksi Optimalisasi Op“mahsaSl : Barang Milik
Penerimaan Pajak

Manajemen __Paeran

‘' Pendapatan Aset Daerahq

Daerah
. 'Ialt(ar Latar
elakan
g & \ 4 Belakang

A Target PAD belum sesuai dengan A Aset belum disertifikatkan )
potensi real FOKUS A Tumpang tindih aset antara Pemda

A Terjadi kebocoran dalam penerim satu dengan Pemda/ instansi lainnya
aan PAD TEMATIK A Aset diklaim oleh pihak lain

\A Penyalahgunaan pemanfaatan aset Y,

-il BT

Meningkatkan PAD
Kontribusi PAD terhadap APBD

Berdampak pada kesejahteraan A
) SN

Legalisasi aset

Kejelasan status kepemilikan aset
Pemanfaatan aset yang bertanggung
jawab

Efektivitas dan efisiensi pemanfaatan
aset

To o I

To T To To

- S les e~



oKorupsitimbul dari keserakahankebutuhan, kesempatandan hukumyangrendah untuk
memberantasnyaharusdilakukandengancarayangluar biasa Langkahnovatif dan solutif
untuk KPKitulah yangdiperlakukankedepanyat

e e

aPemberantasarKorupsiHarusdilakukansecaraintegrasi
menyeluruhdenganupayalpencegahanidanipenindallkaint

SolusiPemberantasarKorupsi:
1. By Need CorruptionRerbaikan<esejahteraal)

2. By Greed Corruptionfemberiansanksi/ hukumyangtegas penerapanTPPU &
pengembalianASSET)T

By System CorruptiorRerbaikansystemsecaraintegrase :Integrated Systendengan
e planning e _budgeting e _controlling

Membentuk generasiyangberkarakteranti korupsidan politik berintegritas
Memberdayakan9 korwil di seluruhprovinsi

FokusmenjaminterlaksananyaGood Governance and Good Government
Pencegaharsebelumterjadi

oo

No gk



PELAKU TPK BERDASARKAN PROFESI

(Data dari tahun 2004 - 2019)

ANGGOTA DPR DANDPRD 257
- KEPALA LEMBAGA/KEMENTERIAN 28

— R

DUTA BESAR 4
KOMISIONER 7
GUBERNUR 21
B WALIKOTA/BUPATI DAN WAKIL 119
ESELON |, II, Ill DAN IV 225
8 HAKIM 22
9 JAKSA 10
POLISI 2
PENGACARA 12
SWASTA 297
LAINLAIN 142
KORPORASI 6
e JUMLAH 1152




PELAKU TPK BERDASARKAN INSTANSI
(Data dari tahun 2004 - 2019)

INSTANSI
DPR RI
KEMENTERIAN/LEMBAGA
BUMN/BUMD
KOMISI
PEMERINTAH PROVINSI
PEMKAB/PEMKOT
JUMLAH

JUMLAH

365
73
20

139

361




PELAKU TPK BERDASARKAN WILAYAH
(Data dari tahun 2004 - 2019)

1 PEMERINTAH PUSAT 359 KALIMANTAN SELATAN 10

- | NAD (NANGGROE ACEH DARUSSALAM) 14 ALIMANTAN TENGAH -

3 SUMATERA UTARA 64

4 SUMATERA SELATAN 22 KALIMANTAN BARAT 10

5 SUMATERA BARAT 3 KALIMANTAN TIMUR 22

& LalilE 12 SULAWESI UTARA 10

7 RIAU DAN KEPULAUAN RIAU 51

5 SENGKULD > SULAWESI SELATAN

9 DKI JAKARTA 61 SULAWESI TENGAH

10 BANTEN 24 SULAWESI TENGGARA

11 JAWA BARAT 101 MALUKU

12 JAWA TENGAH 49 NTE 1

13 JAWA TIMUR 85

14 BALI 5 NTT o

15 LAMPUNG 30 PAPUA 22
JUMLAH




JUNMLAH KERUGIAN NEGARA YANG SUDAH DISELAMATKAN

(20 Desember 2019 - 20 Februari 2020)

Rampasan

0)

20 Deg; 31 Des2019 1.600.000.000 1.140.941.500 0 0 0

(NET NSl (VEleply  2.377.000.000 | 1.745.100.000| 28.588.727.631 20 110.000 51.000 | 41.410

2.377.000.000 | 3.345.100.000 29.729.669.131 110.000 51.000 | 41.410

NOTE : JUMLAH KERUGIAN NEGARA YANG SUDAH DISELAMATKAN
DALAM AT UANG [RUIRPDA R ADALAH SEBESAR

R BBLB T BB




PENYELAMATAN UANG NEGARA DARI KEGIATAN

PENCEGAHAN KPK
(Data dari tahun 2004 - 2019)

“ﬂr

Gratifikasi Uang dan Barang

Rp 29 triliun Pencegahan
-:-p-u:w.ﬁns.al.a Pendapatan Daerah -:I:'un Kﬂr“ Ei dal'l
T oL, residran; uTtan@ pdjde,

Tas!um fasos, sengketa aset e PEI'Iy’E a'!‘ata“
Rp 34,7 triliun Kerugian
Negara

— = POLENS penyelamatan

€\

berdasarkan hasil Lithang

Rp 63,9 triliun

Total keseluruhan




PENYELAMATAN UANG NEGARA DARI KEGIATAN
PENINDAKAN KPK
(Data dari tahun 2004 - 2019)

PUTUSAN PENGADILAN

12.400.000.000

UANG PENGGANTI
138.705.502.647

RAMPASAN
477.681.513.080

TOTAL

628.787.015.727

7.500.000.000

175.580.254.369

175.587.406.548

358.667.660.917

26.250.000.000

84.404.193.758

294.476.787.849

405.130.981.607

20.375.000.000

82.795.195.039

261.759.868.798

364.930.063.837

30.775.000.000

245.371.087.522

462.918.519.080

739.064.606.602

41.900.000.000

317.820.111.293

188.773.178.767

548.493.290.060

139.200.000.000

1.044.676.344.628

1.861.197.274.122

3.045.073.618.750







